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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 

A.1. Pengertian Kepolisian 

 Pengertian Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam 

penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari 

Yunani yakni politeia dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran 

bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu 

negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat 

keadilan dijunjung tinggi.9 Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris 

dengan police, Jerman polizei, dan Belanda dengan politie.10 Dengan 

banyaknya negara di wilayah Eropa yang didasarkan pada pemerintahan 

raja absolut, berkembanglah ide negara polisi (polizeistaat). Negara polisi 

mengenal dua konsep polisi di dalamnya yakni polisi sebagai penjaga tata 

tertib dan keamanan, dan polisi sebagai penyelenggara perekonomian atau 

semua kebutuhan hidup bagi warga negaranya.11  

Sebagaimana diketahui Indonesia dahulu pernah dijajah oleh 

Belanda, maka secara historis istilah polisi di Indonesia dapat dikatakan 

mengikuti istilah polisi Negara Belanda yaitu politie. Dilihat dari sisi 

historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan 

 
9 Azhari. 1995. Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya. 

Jakarta. UI Press. Hal. 19.  
10 Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Jakarta. Laksbang Pressindo. Hal. 1. 
11 Azhari, Op.cit. Hal. 44 
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menggunakan istilah “politie” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan 

pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di 

negara Indonesia.12 Makna politie menurut Van Vollenhoven adalah “organ 

pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunakan pemaksaan 

supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-

larangan perintah”.13 Polisi sebagai bagian dari organ pemerintah dapat 

dikatakan secara jelas bahwa polisi adalah organisasi dan alat pemerintah. 

Selain itu, polisi adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang 

memisahkannya dengan masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat 

itu bagai air dengan ikan di dalamnya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi 

(ubi society ubi politie).14  

Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

berbunyi :15 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan 

dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan.  

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.  

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum 

kepolisian.  

 
12 Ida Bagus Kade Danendra. 2012. Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur 

Organisasi Negara Republik Indonesia, Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). Lex Crimen Vol. I No.4. Hal. 41. 
13 Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Op.cit, Hal. 3. 
14 Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan, Yogyakarta. 

Pustaka Yustisia. Hal. 64. 
15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang 

dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin 

keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan.  

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi 

dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat 

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam 

rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh 

terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, 

serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan 

membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan 

masyarakat dalam menangkal, mencegah dan 

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan 

bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan 

masyarakat.  

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai 

dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, 

tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau 

kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan 

dalam negeri.  

8. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang 

untuk melakukan penyelidikan.  

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak 

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-

Undang.  

10. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang 

untuk melakukan penyidikan.  

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai 

wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

dalam lingkup UndangUndang yang menjadi dasar 

hukumnya masing-masing.  

12. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan 

dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas 

penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.  
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13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya.  

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian 

Negera Republik Indonesia dan penanggung jawab 

penyelenggaraan fungsi kepolisian. 

 

A.2. Fungsi dan Peranan Kepolisian 

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :16 

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

dalam masyarakat” 

 

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan 

dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas 

fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.17 

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian 

berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang 

meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:  

1. lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi 

hukum publik;  

2. lingkungan kuasa orang;  

 
16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
17 H. Pudi Rahardi. 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). Surabaya. 

Laksbang Mediatama. Hal. 57. 
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3. lingkungan kuasa tempat; dan  

4. lingkungan kuasa waktu. 

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian 

yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu 

lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa 

undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian 

khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, 

sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi 

kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaanpekerjaan tertentu 

yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada 

manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, 

sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan 

kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga 

dalam tata kehidupan masyarakat.18 

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan 

ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu :19 

a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan 

masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan 

terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan 

 
18 Ibid. hal, 58 
19 Awaloedin Djamin. 1995. Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan. 

Bandung. Sanyata Sumanasa Wira Sespim Polri. Hal. 255. 
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menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban 

masyarakat terhadap peraturan negara.  

b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian 

untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya 

termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, 

khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan 

lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau 

membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.  

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap 

pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan 

yang meliputi:  

1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-

tindakan penyelidikan untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang. 

2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu 
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membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangka. 

A.3. Tugas dan Wewenang Kepolisian  

 Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian 

Negara Republik Indonesia adalah :  

Pasal 13 

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:20 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  

b. Menegakkan hukum; dan 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 

Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia bertugas :21 

 Pasal 14 

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;  

 
20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga 

masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;  

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 

terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 

perundang-undangan lainnya;  

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 

kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk 

kepentingan tugas kepolisian;  

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 

sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. 

melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

Pasal 15  

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara 

umum berwenang: menerima laporan dan/atau pengaduan;   

a. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 

dapat mengganggu ketertiban umum;  

b. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;  

c. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;  

d. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian;  

e. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan;  

f. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;  
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g. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 

seseorang;  

h. mencari keterangan dan barang bukti;  

i. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;  

j. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;  

k. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 

pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta  

l. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 

waktu.22 

 

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya berwenang :memberikan izin dan 

mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat 

lainnya;  

a. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor;  

b. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  

c. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;  

d. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan 

peledak, dan senjata tajam;  

e. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan 

terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; 

f. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian 

khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis 

kepolisian;  

g. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam 

menyidik dan memberantas kejahatan internasional;  

h. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang 

asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi 

instansi terkait;  

i. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi 

kepolisian internasional;  

j. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup 

tugas kepolisian.23 

 

 
22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan 

B.1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan 

 Penanggulangan yaitu segala upaya yang dilakukan oleh oleh setiap 

orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan 

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai 

hak asasi manusia yang ada.24 

 Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa dalam melakukan 

penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum 

pidana). Upaya penanggulangan kejahatan dengan penal lebih dititik 

beratkan pada pemberantasan (represif) dan upaya penanggulangan 

kejahatan dengan non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan 

penangkalan (preventif).25 

 Menurut Sudarto, bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya 

penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada 

sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah 

kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat 

preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan 

terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada 

hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.26 

 
24 Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hal 49. 
25 John Kenedi. 2017. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum 

di Indonesia. Yogyakarta. PUSTAKA PELAJAR. Hal. 55. 
26 Ibid. hal. 56 
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B.2. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal) 

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat 

jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur 

hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih 

menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah 

kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman 

terhadap kejahatan yang telah dilakukan.27 

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga 

mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan 

penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek 

pencegahan/penangkalnya (deterrent effect). Di samping itu, kebijakan 

penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum 

pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan 

“ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial 

(social disapproval/social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan 

menjadi sarana “perlindungan sosial” (social defence). Oleh karena itu 

sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari 

“social defence policy”. 

 
27 Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Semarang. Fajar 

Interpratama. Hal. 46. 
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B.3. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non  

Penal) 

 Kebijakan non-penal (non-penal policy) merupakan kebijakan 

penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum 

pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk 

kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka 

mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan 

kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan 

sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta 

kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi 

dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi 

bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana 

tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara 

tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan 

demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya 

mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang 

harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari 

politik criminal.28 

 
28 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. Alumni. 

Hal. 159. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

C.1. Pengertian Tindak Pidana (strafbaar feit) 

 Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan 

strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak 

pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan 

sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan 

perkataan strafbaar feit tersebut. 

Perkataan feit itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian 

dari suatu kenyataan” atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedang 

strafbaar berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan 

strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu 

kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena 

kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah 

manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun 

tindakan.29 

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian 

berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut : 

1. Menurut Moeljatno 

“suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang 

siapa yang melanggar hukum.”30 

 
29 Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2019. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di 

Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 179. 
30 E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia. 

Jakarta. Storia Grafika. Hal. 208. 
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2. Menurut Profesor Van Hamel 

“Suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain” 

3. Menurut Hazewinkel-Suringa 

“Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 

ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 

menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang dapat di 

dalamnya”. 

4. Menurut Profesor Pompe 

“Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan 

terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja 

telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum 

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.31 

 

Tindak pidana merupakan masalah yang berkaitan dengan masalah 

kriminalisasi (criminal policy) yang dapat didefinisikan sebagai proses 

penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana 

menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan 

perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.32 

 
31 Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. Op.cit, Hal. 180. 
32 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2015. Hukum Pidana, Malang. Setara Press. Hal.57. 
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Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk 

menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah 

sebagai berikut :33 

a. Harus ada perbuatan manusia;  

b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;  

c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam 

dengan pidana;  

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan; dan  

e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si 

pembuat. 

C.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke 

dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah 

disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang 

telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. 

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu Tindakan itu 

dapat merupakan een doen atau een niet doen atau merupakan “hal 

melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir 

ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai een nalaten yang juga berarti 

“hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).34 

 
33 Ibid. hal. 60. 
34 Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. Op.cit, Hal. 191. 
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Dalam buku Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang 

menjelaskan ada dua macam unsur tindak pidana, unsur-unsur subjektif 

dan unsur-unsur objektif. Yaitu : 

Unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku 

atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, 

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang 

dimaksud unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan, yaitu di dalam keadaan mana Tindakan dari si pelaku itu harus 

dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :35 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 

2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 

yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;  

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 

misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;  

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;  

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak 

pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah : 

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;  

 
35 Ibid. hal, 192. 
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2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 

negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau 

keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan 

Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Online 

D.1. Pengertian Perjudian Online 

 Perjudian dalam jaringan (internet gambling, online gambling atau 

cyberspace gambling) merupakan perjudian yang dilakukan dengan 

menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses 

dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya, 

perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode 

perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan 

atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model 

perjudian yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu lebih situs-situs di 

internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya 

memainkan fungsi tombol keyboard sampai yang sangat canggih yang 

membutuhkan pemikiran matang dan perhitungan-perhitungan adu 

keberuntungan.36 

 
36 Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, Samuel SM Samosir. “Perjudian Online: Kajian 

Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG”. e-Journal Lentera Hukum. 2017. Vol. 

2. No. 1. Hal. 28-41. 
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Menurut KUHP, perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang 

mendasarkan pengharapan untuk memperoleh kemenangan pada umumnya 

bergantung kepada untung-untungan saja. Selanjutnya, berkaitan dengan 

perbuatan judi yang dilakukan secara online, hukum di Indonesia telah juga 

mengatur sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE) yang digunakan sebagai usaha untuk 

mengurangi perbuatan judi yang terjadi di masyarakat dengan cara menjerat 

para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan 

ancaman /hukuman pidana.37 

Pasal 27 ayat (2) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Mengatakan: 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, 

mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. 

  

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Transaksi Elektronik dikatakan bahwa: 

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 

muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar”. 

 

Berdasarkan keterangan dari bunyi peraturan perundang-undangan 

diatas dapat diambil pemahaman bahwa pengertian judi online adalah 

 
37 Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar. “Pertanggung Jawaban Pelaku 

Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia”. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata 

Sosial Islam. 2022. Vol. 4. No. 2. Hal. 591-600. 
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kegiatan permainan pertaruhan yang dilakukan menggunakan uang sebagai 

alat taruhan dengan ketentuan tata cara permainan serta jumlah nilai 

taruhannya ditentukan oleh pelaku perjudian online dengan cara 

memanfaatkan media elektronik dengan akses internet sebagai media 

perantaranya. 

D.2. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Online 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi 

berdasarkan dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah 

dilakukan para ahli diperoleh beberapa faktor yang amat berpengaruh dalam 

memberikan kontribusi pada perilaku berjudi. Faktor tersebut adalah 

sebagai berikut.38 

1. Faktor Sosial dan Ekonomi. Bagi masyarakat dengan status sosial 

dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai 

suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan modal 

yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejab tanpa usaha yang 

besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku 

berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut 

dalam komunitas.  

2. Faktor Situasional, adalah situasi yang bisa dikategorikan sebagai 

pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-

 
38 Abi Arsyan Makarim Subagyo, Laras Astuti. “Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa 

Melakukan Perjudian Online”. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). 

2022. Vol. 3. No.3. Hal. 180-189. 
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teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam 

perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh 

pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon 

penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan 

oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan 

oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para 

penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon 

penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang 

biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal 

kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil).  

3. Faktor Belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, 

terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang 

pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan 

akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu 

ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai 

Reinforcement Theory yang mengatakan bahwa perilaku tertentu 

akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian 

hadiah/sesuatu yang menyenangkan.  

4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan, bahwa persepsi 

yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat 

evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia 

melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan 
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perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang 

kemungkinan untuk menang.  

5. Faktor Persepsi terhadap Keterampilan bahwa penjudi yang merasa 

dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis 

permainan judi akan cenderung menganggap bahwa 

keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena 

ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang 

dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai 

situasi untuk mencapai kemenangan (illusion of control). Mereka 

seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang 

diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan 

semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah 

dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir 

menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang 

menurut mereka pasti akan didapatkan. 

D.3. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

 Maraknya perjudian dengan sarana internet di era globalisasi saat ini 

di dukung oleh Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian 

dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi 

mempengaruhi penurunan biaya komputasi dan pengolahan informasi yang 

dibarengi dengan peningkatan kemampuan dan keberagaman layanan. 

Dalam dunia kita saat ini, computer bukan hanya sekedar alat hitung, tetapi 
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media yang juga dapat menyebarkan informasi dan memberikan layanan 

multi guna. Telepon genggam yang memiliki berbagai fitur layanan bukan 

hanya sekedar alat telekomunikasi, tetapi juga sarana untuk 

mengekspresikan diri dan mencari informasi.39 

Untuk mengatasi tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui 

sistem elektronik/internet (internet gambling) yang banyak terjadi saat ini, 

pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) 

yang di dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia 

maya (cyber space), termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena 

melanggar hukum dan mengandung unsur pidana. Walaupun tindak pidana 

di dunia maya (cybercrime) belum diatur secara khusus dalam suatu 

peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam Undang-

Undang ITE. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tersebut 

termasuk tindak pidana perjudian melalui internet ini, yaitu diatur dalam 

Pasal 27 ayat (2) sebagai perbuatan yang dilarang yaitu: 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 

muatan perjudian” 

 

Pengaturan pasal 27 Undang-undang tentang ITE mengacu pada beberapa 

ketentuan dalam KUHP, ruang lingkup perjudian yang dimaksudkan dalam 

 
39 Hery Sulistyo, Lindu Ardjayeng. 2018. Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau 

Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kediri. 

Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat. Vol. 1 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Kadiri. Hal. 

7 
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pasal 27 ayat (2) UU ITE juga mengacu pada KUHP yaitu pasal 303 dan 

303 bis KUHP. Setidaknya ada beberapa materi dalam pasal 303 KUHP dan 

pasal 303 bis KUHP yang tercakup dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang 

tentang ITE dan esensi perjudian. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2008, dapat kita temukan unsur-unsur esensial 

Perjudian dengan sarana internet, yaitu unsur subjektif dan obyektif, akan 

dijelaskan sebagai berikut :  

1) Unsur Subjektif Perjudian Online : 

a. Setiap Orang 

Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, 

baik warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun 

badan hukum. Dalam penerapannya menegaskan bahwa 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE berlaku 

untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang 

diatur dalam undang-undang ini baik yang berada di wilayah 

hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia 

yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau 

di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan 

kepentingan Indonesia. 

b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak  

Unsur ini juga merupakan unsur subyektif tindak pidana. 

Sengaja mengandung makna “mengetahui” dan 

“menghendaki” dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang 
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oleh undang-undang ITE, atau mengetahui dan menghendaki 

terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang 

ITE. Pemahaman kesengajaan dalam undang-undang ITE 

mengacu kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di 

Indonesia, yaitu : 

a) Kesengajaan sebagai maksud  

b) Kesengajaan sebagai kepastian  

c) Kesengajaan sebagai kemungkinan 

2) Unsur Objektif Perjudian Online 

a. Mendistribusikan  

Yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” adalah 

mengirimkaninformasi atau dokumen elektronik kepada 

beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem 

elektronik. Tindakan ini dapat dilakukan dengan 

mengirimkan email, SMS, MMS, kepada banyak penerima, 

termasuk dalam kategori mendistribusikan. 

b. Mentransmisikan  

Yang dimaksudkan dengan “Mentransmisikan” adalah 

mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen 

elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau 

tempat lain. 

c. Membuat Dapat Diaksesnya  
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Yang dimaksud dengan “Membuat dapat diaksesnya” 

memiliki makna membuat informasi atau dokumen 

elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan 

dengan memberikan link yaitu tautan atau referensi yang 

dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses 

lokasi atau dokumen, memberikan kode akses (password) 

sehingga para pelaku perjudian online dapat menemukan 

link yang berkaitan dengan perjudian secara online dengan 

mudah dan cepat. 

d. Informasi atau dokumen elektronik  

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 

tentang ITE memberikan definisi Informasi Elektronik 

sebagai berikut :  

“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 

peta, rancangan, foto, electronic data interchange 

(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, 

teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, 

kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah 

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang 

yang mampu memahaminya.”  

 

Pengertian dokumen elektronik menurut Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang ITE, adalah:  

“setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk 

analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilan, dan/atau 

iengar melalui computer atau system elektronik, 
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termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 

huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau 

perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami 

oleh orang yang mampu memahaminya.” 

 

Esensi perbedaan antara informasi elektronik dan dokumen 

elektronik adalah bahwa informasi elektronik pada esensinya 

adalah konten, sedangkan dokumen elektronik merupakan 

media dari konten itu sendiri yang dapat berbentuk analog, 

digital, elektromagnetik, atau optical. 

e. Muatan Perjudian 

Secara sempit, yang dimaksud dengan muatan perjudian 

ialah website perjudian dan di dalamnya ada bursa taruhan 

yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi, jika mengacu 

pada esensi perjudian maka yang dimaksud dengan “Muatan 

Perjudian” tidak hanya sekedar Website dan bursa taruhan 

yang ada dalam website, karena bagian penting dari suatu 

perjudian ialah harus ada memasang Taruhan dan adanya 

hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah.  

Adanya perjuadian melalui internet (internet Gambling), 

harus dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang 

dibenarkan undang-undang. Hal ini, merujuk pada 

pembuktian pada perjuadian melalui internet tidak terlepas 

dari ketentuan mengenai alat bukti sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pada 
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pasal 5 ayat (1) Undang-undang ITE disebutkan bahwa 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau 

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.  

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang ITE, yang 

dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau 

sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas 

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic 

data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), 

telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, 

angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah 

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya.  

Apabila ditelah, maka website penyelenggara perjudian 

melalui internet E-mail peserta judinya, serta sms merupakan 

bagian dari informasi elektronik, sehingga dapat 

dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah dimata 

hukum.  

Terlihat jelas bahwa website penyelenggara perjudian 

melalui internet, Email, serta sms peserta judinya merupakan 

salah satu bagian dari informasi elektronik yang dapat 

dianggap sebagai alat bukti yang sah dimata hukum, dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan 

mengenai alat bukti dan pembuktian sebagaimana diatur di 



 

41 
 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal ini perluasan dari 

alat bukti petunjuk. Dengan demikian, wesite penyelenggara 

perjudian melalui internet, Email, serta sms peserta judinya 

memiliki kekuatan pembuktian sebagai salah satu alat bukti 

khususnya dalam kasus perjudian melalui internet ini.  

Proses pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet 

di Pengadilan sangat membutuhkan pendekatan teknis 

karena bukti-bukti yang ditemukan dapat berupa bukti 

elektronik yang masih belum diakui oleh hukum acara 

(KUHAP), sehingga masih harus didukung dengan 

keterangan ahli agar dapat diterima di Pengadilan.40 

E. Faktor Hambatan Kepolisian Dalam Penanggulangan Perjudian 

Online 

E.1. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menurut 

Soerjono Soekanto, yaitu :41 

1. Faktor Hukum 

Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang suatu permasalahan dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, isi dari peraturan perundang-undangan harus bisa 

 
40 Ibid, hal. 7-12. 
41 Husain Rahmat Hidayat, Nurwati dan Dadang Suprijatna. 2024. Peran Kepolisian Dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor 

Subang, Jawa Barat. Karimah Tauhid. Vol. 3 No. 3. e-ISSN 2963-590X. Fakultas Hukum. 

Universitas Djuanda. 
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diterapkan, memuat hak dan kewajiban, sanksi dapat diterima oleh 

semua Masyarakat dalam penerapan. 

2. Faktor Penegak Hukum 

Penegak hukum adalah orang atau manusia yang mengemban 

amanah dari peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan 

tugas dalam menegakkan hukum, sehingga penegak hukum harus 

orang yang punya kompetensi, skill, dan punya integritas. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

Faktor berikut adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana 

merupakan penunjang tugas penegak hukum. Dalam hal ini setiap 

institusi memerlukan sarana dan prasarana untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi dengan baik. 

4. Faktor Masyarakat 

Masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan 

hukum karena menjadi subjek yang bersentuhan langsung dengan 

hukum. Masyarakat harus menerima hukum sebagai alat yang 

mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dan polisi sebagai 

pelaksana hukum harus mampu memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang hukum. 

5. Faktor Budaya 

Faktor budaya juga menjadi faktor yang memmpengaruhi 

penegakan hukum. Budaya adalah suatu yang berlaku dalam 

masyarakat, dalam hukum terdapat istilah budaya hukum, bahwa 



 

43 
 

setiap orang memandang hukum dari sudut pandangnya masing-

masing, adanya menerima hukum secara utuh, ada yang 

mengabaikan hukum karena dianggap membebani dan ada yang 

menunjung tinggi hukum. 

 

  


